BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan Penelitian
Berdasarkan uraian bab hasil penelittan dan pembahasan
diperoleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha
perfilman seluloid nasional pengéturannya diatur ke dalam tiga
bentuk Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman,
dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia
Nomor 215 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Penyeienggaraan

Usaha Perfilman.

2. Pengaturan di bidang usaha perfilman seluloid nasional ini pada
awalnya ditetapkan berdasarkan Undang-undang, kemudian dalam
rangka teknis perumusan pelaksanaan Undang-undang ini
diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Oleh sebab itu di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992

disebutkan bahwa lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha
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peffilman seluloid nasional ini diatur ke dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dan dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 1994. Berikutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini
disebutkan pula bahwa lebih lanjut dari ketentuan ini diatur oleh
Menteri dan dimaksudkan adalah Surat Kepuiusan Menteri

Penerangan Republik Indonesta Nomor 215 Tahun 1994.

3. Apabila ditilik ketiga Peraturan Perundang—undangén di atas dan
dihubungkan dengan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan
berdasarkan UUD 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XX / MPRS /
1966, maka secara hirarkhis bentuk pengaturan Peraturan
Perundang-undangan di bidang usaha perfilman ini berurut sebagai
berikut:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun | 1994 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perfilman

c. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik indonesia Nomor |
215 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha

Perfilman.
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4. Dengan adanya hirarkhi yang demikian ini mengisyaratkan bahwa

tata urutan Peraturan Perundang-undangan ini memiliki derajat
yang berbeda. Karena itulah materi yang diatur di daiam Peraturan
Perundang-undangan di bawahnya tidak boleh lebih luas materinya
dari Peraturan Perundang-undangan di atasnya dan tidak boieh
dengan sedirinya menambah materi yang diatur di atasnya. Karena
itulah seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tidak
boleh isinya lebih luas dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992
demikian selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan

Republik indonesia Nomor 215 Tahun 1994.

Tetapi di dalam kenyataannya yang terjadi adaiah sebaliknya, yaitu
materi yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 dan
Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor
215 Tahun 1994 ternyata lebih luas dari Undang-undang Nomor 8
Tahun 1992. Bahkan adapula yang terjadi pasal yang satu
bertentangan dengan pasal yang lainnya. Ini terlihat sebagai
berikut:

a. Pasal 7 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1994 dalam pengaturannya ternyata bertentangan dengan pasal
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8 ayat { 1 ) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 dan pasal 2
dan 6 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 .
Jika pasal 7 ayat ( 1 )dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1994 memberi peluang munculnya praktek monopoli
melaiui pemusatan dan penguasaan usaha perfilman seluloid
nasional pada satu tangan atau sekelorripok usahawan, maka
pasal 8 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992, pasal 2
dan 6 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tidak
menghendaki adanya praktek monopoli melalui pengaturan
tersebut.
Sebagai akibatnya adalah, muncullah kemudian praktek
monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional untuk produk
film dalam negeri yang dilakukan oleh beberapa perusahaan
perflman seperti PT. Elang Perkasa Film,. PT. Rapi Fiim,
PT. inem Fiim, PT. Subtan Film, PT. Soraya Intercine Fiim dan
PT. Kharisma Jabar Film. Mereka sebagai pembuat film
sekaligus pula sebagai penyedia jasa teknik film, pengedar film
atau pengekspor film untuk produksinya sendiri.‘ Kegiatan
seperti inilah di dalam struktur pasar disebut sebagai bentuk

praktek monopoli dari “hulu” ke “hilir”.
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b. Pasal 25 Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik
Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 dengan ketiga Surat
Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia lainnya yang
merupakan menegasan dari pasal 25 ini yaitu Nomor 273 / Kep /
Menpen / 1996, Nomor 1408 / Kep / Menpen / 1897, Nomor
140A / Kep / Menpen / 1997 dalam pengaturannya ternyata
bertentangan dengan pasal 8 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor
8 Tahun 1992 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor &
Tahun 1994
Jika pasal 25 Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik
Indonesia beserta ketiga Surat Keputusan Menteri Penerangan
di atas memberi peluang adanya praktek monopeoli melalui
pemusatan dan penguasaan usaha perfilman seluloid impor
pada satu tangan atau satu kelompok usahawan, maka pasal 8
ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 dan pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tidak menghendaki
adanya praktek monopoli.
Sebagai akibatnya adalah munculla kemudian prakték monopoli
dalam usaha perfilman selutoid nasional untuk produk film asing,

yang dilakukan oleh PT. Satrya Perkasa Esthetika Film,
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PT. Camila Internusa Film, PT. Subtan Film, PT. Navilla Film,
PT. Adhi Upaya Dirgantara Fitm, Pt. Dian Putra Film Utama Film,
PT. Perfini Film, PT. Amero Mitra Film, PT. Ace Indonesia Fitm,
dan PT. Buana indah Film, yang tergabung dalam Asosiasi
Importir Film.

6. Kesepuluh perusahaan importir film ini pada kenyataannya
didominasi pula oleh dua orang pengusaha dengan nama
perusahaan yang berbeda yaitu Sudwikatmono dan Akmal Sinin, ini
terlihat dari komposisi kepemilikan sebagai berikut:

a. PT. Satrya Perkasa Esthetika Fiim : Sudwikatmono

b. PT. Camila Intemusa Film - - Sudwikatmono

¢. PT. Suptan Film : Sudwikatmono

d. PT. Nafila Film : Akmal Sinin

e. PT. Adhi Upaya Dirgantara Fiim : Akmal Sinin

f PT. Dianputra Utama Film : Akmal Sinin

g. PT. Perfini Film : frwan Usmar Ismail

h. PT. Amero Mitra Film : iman Sawongso

i. PT. Ace Indonesia Film : Eko Santoso Soeparjo

j. PT.Buana Vista indah Film : Fatih Armawan
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Komposisi yang demikian ini sangat menentukan peran para
pengusaha importir film dalam Asosiasi Importir Film di atas. Ini
ditandai berikutnya dalam menyusun komposisi kepengurusan
Asosiasi Importir Film dimana yang terlihat duduk sebagai Ketua
adalah Sudwikatmono, berikut Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua Ili
diduduki oleh orang-orang dari perusahaan Sudwikatmono. Baru
jabatan Wakil Ketua I, Sekretaris | dan Il orang-orang dari
peruszhaan perfilman Akmal Sinin. Secara keseluruhan dengan
sendirinya keberadaan figur Sudwikatmono benar-benar cukup

dominan perannya dalam Asosiasi Importir Film ini.

Peran Sudwikatmono di atas memberi pengaruh terhadap monopoli
usaha jaringan perfiiman seluloid untuk produk film asing ini.
Sebab peran di atas mendapat ketetapan hukum berdasarkan
*klausul” Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah. Tangga Asosiasi
importir Film. Dimana disebutkan antara lain, bahwa tugas dari
pengurus Asosiasi adalah menyusun rencana pengimporan dan |
peredaran film, mengawasi pelaksanaannya serta
mempertanggungjawabkan kepada Menteri Penerangan Republik
Indonesia. Kemudian pelaksana Asosiasi berkewajiban untuk

metaksanakan pengimporan dan mengatur pembagian pengedaran
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filen untuk kepentingan para anggotanya. Pelaksana Asosiasi yang
ditunjuk cleh Surat Keputusan Menteri Penerangan di atas adaiah
PT. Subtan Film milik Sudwikatmono dan dalam pengaturan
berikutnya ternyata film-film impor tersebut jatuh ke perusahaan
pengedaran film milik Sudwikatmono dengan nama perusahaan
yang berbeda ini bisa terjadi mengingat bahwa di datam Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan di atas disebutkan bahwa
perusahaan importir film tidak boleh mengedarkan film-film yang
ditmpomya. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah
PT. Widi Mulia Indah Film, PT. Dewi Dian Persadé Fitm,
PT. Victory Sinar Film, PT. Pratama Karya Wibawa Muiti Film,"

PT. Kurnia Indah inti Pelangi Film.

Film-film seiuloid imper ini dalam mempertunjukannya kemudian
sebagian besar jatuh ke perusahaan peﬂunj‘ukan film yang
tergabung di dalam Group - 21 ( Twenty One ) di bawah
manajemen PT. Subentra yang dimitiki oleh Sudwikatmono.
Dengan demikian untuk film-film impor seluloid. asing ini
sebenamya telah dimonopoli oleh pengusaha Sudwikatmono.
Kegiatan seperti ini dalam struktur pasar disebut sebagai praktek

monopoli dari “hulu” ke “hilir”.
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Adanya praktek monopoli datam usaha perfiiman seluloid nasional
di atas yang dilegalisasi oleh Peraturan Perundang-undangan yang
ada memberi pengaruh terhadap ketidak jelasan pengaturan
mekanisme pengedaran dan pertunjukan film seluioid untuk produk
film dalam negeri dan untuk produk film asing karena
pengaturannya kemudian diatur mereka sendir yang terlibat dalam
usaha perfilman ini sebagai akibatnya adalah bahwa perusahaan
pengedar dan pertunjukan film sangat menentukan dalam
permasaran sebuah film seluloid. Dengan kata lain perusahan
pengedar dan periunjukan film menentukan dipertunjukan atau
tidaknya sebuah film seluloid. Jika sebuah peruéahaan pembuatan
film dalam negeri ingin mengedarkan sediri hasil produksinya, maka
yang dihadapi adalah bagaimana filmnya dapat segera
dipertunjukan, karena itu ia tergantung pula pada perusahaan

pertunjukan film, kembali terulang hal di atas.

Di sinilah kemudian yang menjadi kendala bagi perusahaan
pembuat film seluloid nasional pada dewasa ini. Sementara itu
sebagian besar perusahaan pertunjukan film menengah ke atas

berada di bawah naungan Group-21 yang cenderung
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mengutamakan memutar film impor yang dimilikinya. Sehingga
sulitlah produksi film seluloid nasional untuk menembus Group-21
ini, dan akhirnya produksi film seluloid nasional semakin hari
sesnakin tersisih keberadaannya di panggung bioskop kelas
menengah ke atas dan jatuh ke pasaran kelas bawah. Dan
sebagian besar akhimya mereka tidak mampu bertahan
menghadapi kondisi yang demikian. Lalu mereka gulung tikar.
Kadaupun ada yang masih bertahan mereka cenderung membuat
film yang biayanya relatif murah dan masih laku dijual dengan
pangsa pasar masyarakat pinggiran atau kelas bawah dengan tema
film sekitar film-film seks, kalau tidak demikian mereka terpaksa
juga gulung tikar. Sedangkan untuk produk film asing pengedaran
dan pertunjukannya jelas-jelas telah dikendalikan oleh PT. Subtan

Fitm dan PT. Subentra dengan Group-21nya.

Adanya praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional

ini pada akhirnya menimbuikan:

a. iklim usaha yang tidak mampu meningkatkan kemampuan
produksi dan mutu perfilman seluloid nasionat

b. persaingan yang tidak sehat, dimana tefah terjadi pemusatan dan

penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau sekelompok
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usahawan yang merugikan usaha dan perkembangan perfilman
pada umumnya

c. perkembangan perfilman Indonesia yang berjalan tidak sesuai
dengan arah penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992

d. dengan sendirinya tidak ada peningkatan sumber daya
masyarakat perfilman yang profesional melalui pendidikan,
sarana, dan prasarana perfilman, sehingga dengan sedirinya
pula tidak tercipta suasana yang mendorong meningkatnya

kreativitas yang mampu melahirkan karya film yang bermutu.

12. Hal yang ditimbulkan di atas akibatnya adalah tingkat kemampuan

produksi dan mutu perfilman seluloid nasional pada dewasa ini
menurun. Sementara itu impor film -seluloid asing semakin
membanijiri pasar perfilman seluioid indonesia. " Ini terlihat dari
setiap tahunnya jumiah film yang diimpor tidek kurang dari 160
judul, sedangkan produksi film seluloid nasional setiap tahunnya '
tidak lebih dari 38 judul bahkan cenderung menurun. Sebagai
contoh jika pada tahun 1996 tercatat produksi film seluloid nasional
berjumlah 38 judul, pada tahun 1997 hingga bulan Juli ternyata

berproduksi hanya 13 judul, dan diantara jumlah tersebut hampir
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semuanya memproduksi film yang fidak bermutu yang cenderung

memproduksi film-film bertema seks.

13. Dengan demikian menunjukan bahwa pemerintah tidak mampu

berperan dalam membina dan mengembangkan perfiiman seluloid

nasionat.

Saran Penelitian

Berdasarkan uraian kestmpulan di atas kemudian dapat diajukan
saran penelitian yaitu perlu adanya “deregulasi” di bidang usaha
perfilman seluloid nasional yang baru gunanya uniuk:

1. mengatasi adanya pertentangan pengaturan antara ‘pasal yang satu
dengan pasal lainnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang usaha perfilman yang mengacu kepada hirarkhi
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketetapan
MPRS Nomor XX / MPRS / 1966.

2. meningkatkan peran pemerintah dalam membina dan
mengembangkan perfilman seluloid nasional.  Sehingga dapat
diwujudkan iklim usaha yang mampu meni.ngkatkan kemampuan
produksi dan mutu perfilman seluloid nasional, menghilangkan

persaingan yang tidak sehat ( monopoli ) yang dilakukan oleh satu




368

tangan atau sekelompok wusaha yang merugikan usaha dan
perkembangan perfilman pada umumnya.

3. meningkatkan peran Badan Sensor Film dan Badan Perfilman
Daerah dalam menyelaraskan arah film-film produksi dalam negeri
dergan ketentuan yang ditetapkan di dalam pasal 3 Undang-undang

Nornor 8 Tahun 1992,
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan MPRS Nomor XX / MPRS / 1966 Tentang Memorandum DPRGR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Rl dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan Republik Indonesia

Ketetapan MPR Nomor IV / MPR / 1973 Tentang GBHN

Ketetapan MPR Nomor Il / MPR / 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila ( Eka Prasetia Pancakarsa )

Ketetapan MPR Nomor IV / MPR / 1983 Tentang Referendum
Ketetapan MPR Nomor [l / MPR / 1993 Tenfang GBHN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemiiu

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah dj
Daerah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan
Karya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perfilman

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 Tenfang Badan Pertimbangan
Perfilman Nasional { BP2N ) '

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 01A / Kep /
Menpen / 1992 Tentang Kuota Impor Film Tahun 1992

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun
1994 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik indonesia Nomor 216 Tahun
1994 Tentang Tafa Cara Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana
Penyensoran

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik indonesia Nomor 217 Tahun
1894 Tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
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Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 337 / Kep /
Merpen / 1995 Tentang Jumlah Judul Film Seluloid Impor Tahun

7996

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 273 / Kep /
Menwpen / 1996 Tentang Jumlah Judul Film Seluloid Impor Tahun

1997

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 140A / Kep
{ Menpen ! 1997 Tentang Penunjukan / Pengesahan Perusahaan-
Perusahaan Impor Film Dan Pengukuhan Wadah Kerjasama
Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Impor Film

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 140B / Kep

{ Menpen / 1997 Tentang Penyempurnaan SK Menpen Nomor 273/
Menpen / 1996 Tentang Jumlah Judul Film Seluloid Impor Tahun

1997
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